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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Tutuyan di 

peroleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Tutuyan 

belum terimplementasi, karena pembangunan ekonomi belum 

bisa mensejahtrakan masyarakat. Hal ini membuat pembangunan 

ekonomi yang ada di Kecamatan Tutuyan menjadi lambat dan 

tidak berkembang, diakibatkan lemahnya pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga mengakibatkan desa itu 

tidak berkembang dan tidak dapat meningkatkan kesejahtraan 

masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan. 

2. Adanya faktor yang mempengaruhi lambatnya pembangunan 

ekonomi yang ada di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur yakni : 

a. Minimnya sarana dan prasarana, meningkatnya sumber 

daya manusia yang ada di kecamatan Tutuyan memacu 

penting untuk membuka isolasi daerah pedesaan dengan 

daerah lainnya adalah Transportasi seperti jalan raya, 

jembatan, transportasi laut, danau, dan sungai. 
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b. Pendidikan yang kurang memadai, kurangnya masyarakat 

yang berpendidikan membuat lambatnya pembangunan 

ekonomi yang ada di desa. Kurangnya tenaga ahli 

membuat tidak berkembangnya dan tidak ada pemasukan 

ke daerah itu sendiri. 

c. Terbatasnya lapangan usaha, kurangnya penyediaan 

lapangan usaha yang ada di Kecamatan Tutuyan membuat 

masyarakat lebih memilih pekerjaan petani. 

1.2 Saran 

Berdasarkan uraian dan Kesimpulan yang di sampaikan penulis, 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sosialisasi tentang Undang-Undang nomor 6 

tahun 2014 tentang Desa agar pemerintah dan warga 

masyarakat di setiap desa mengetahui mekanisme tentang 

pembangunan desa khususnya pembangunan ekonomi desa. 

2. Adanya koordinasi antara pemerintah Kecamatan, 

Pemerintah Desa serta Masyarakat desa dalam hal 

Pembangunan Desa khususnya Pembangunan Ekonomi 

Desa. 

3. Perlu adanya supervisi dan bimbingan dari Pemerintah 

Kecamatan kepada Pemerintah Desa dan Mayarakat Desa 

terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

dan Masyarakat Desa  dalam Pembangunan Desa. 
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